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P U T U S A N
Nomor 1692/Pdt.G/2020/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 04 November 1978, umur 41

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal

ini  memberikan  kuasa  kepada  XXX,  adalah  Advokat/

Pengacara  dan  Konsultan  Hukum  pada  Kantor  XXX.  Yang

beralamat  di:  Kabupaten  Bekasi,  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus  tanggal  01  Juli  2020 yang telah  didaftar  pada Buku

Register  Surat  Kuasa  Pengadilan  Agama  Cikarang  Nomor

762/Adv/VII/2020/PA.Ckr, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 21 Desember 1974, umur 45

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat

tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak  Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  09

Juli  2020 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Cikarang

dengan register perkara Nomor 1692/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat  telah menikah dengan Tergugat  pada tanggal  17 Mei

1998  berdasarkan  Penetapan  Itsbat  Nikah  Perkara  Nomor:

0276/Pdt.P/2017/PA.Ckr,  di  Pengadilan  Agama  Cikarang.  dan  telah  di

daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten

Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

0130/026/II/2018 tertanggal 08 Februari 2018;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bekasi;  

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami

istri  serta  melakukan hubungan layaknya  suami  istri  (ba'da  dukhul)  dan

sudah dikaruniai dua orang anak bernama: 

1) ANAK 1 (laki-laki), umur 21 tahun;  

2) ANAK 2 (perempuan), umur 14 tahun;  

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

dengan  baik  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  November  2000

keharmonisan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai

terjadi  permasalahan  dan  perselisihan  yang  terus  menerus  dengan

penyebab yaitu: 

1) Bahwa  Tergugat  sering  kali  berkata  tidak  sopan  terhadap  Penggugat

dengan nada yang tinggi;  

2) Bahwa  Tergugat  malas  bekerja  dan  mencari  pekerjaan  yang  layak,

sehingga untuk kebutuhan sehari-hari  saja hanya mengandalkan hasil

usaha Penggugat;  

3) Bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap keluarga;  

5. Bahwa Tergugat sering kali melempar barang-barang rumah tangga ketika 

terjadi percekcokan;  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara

Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  Juni  2019 yang

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai

dengan sekarang;  

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
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yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;  

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan

cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

sehingga  berdasarkan  hukum  untuk  menyatakan  Cerai  Gugat  ini

dikabulkan;  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Cikarang  untuk  berkenan  menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  

SUBSIDAIR:

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  didampingi

kuasanya telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap

dan  pula  tidak  menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasanya  untuk  menghadap,

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara

panggilan  tertanggal  15  Juli  2020,  padahal  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan

resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 29 Juli 2020,

akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan

mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/026/II/2018

tertanggal  08 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

bermeterai  cukup  yang  oleh  ketua  majelis  setelah  dicocokkan  dengan

aslinya dan diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:

 Bahwa saksi  kenal  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  karena  saksi

adalah ayah kandung Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

 Bahwa  sejak  bulan  November  2000,  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak harmonis,  mereka sering bertengkar disebabkan

Bahwa  Tergugat  sering  kali  berkata  tidak  sopan  terhadap  Penggugat

dengan nada yang tinggi, Tergugat malas bekerja dan mencari pekerjaan

yang  layak,  sehingga  untuk  kebutuhan  sehari-hari  saja  hanya

mengandalkan hasil usaha Penggugat, Tergugat sudah tidak perhatian

lagi  terhadap  keluarga,  Tergugat  sering  kali  melempar  barang-barang

rumah tangga ketika terjadi percekcokan;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Juni  2019,  sampai  saat  ini  mereka  telah  berpisah  rumah  satu  tahun

lamanya;

 Bahwa  selama  berpisah  rumah,  mereka  tidak  pernah  berkomunikasi

layaknya suami istri;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  mereka  namun  tidak

berhasil;

Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

 Bahwa saksi  kenal  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  karena  saksi

adalah kakak kandung Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
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 Bahwa  sejak  bulan  November  2000,  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak harmonis,  mereka sering bertengkar disebabkan

Bahwa  Tergugat  sering  kali  berkata  tidak  sopan  terhadap  Penggugat

dengan nada yang tinggi, Tergugat malas bekerja dan mencari pekerjaan

yang  layak,  sehingga  untuk  kebutuhan  sehari-hari  saja  hanya

mengandalkan hasil usaha Penggugat, Tergugat sudah tidak perhatian

lagi  terhadap  keluarga,  Tergugat  sering  kali  melempar  barang-barang

rumah tangga ketika terjadi percekcokan;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Juni  2019,  sampai  saat  ini  mereka  telah  berpisah  rumah  satu  tahun

lamanya;

 Bahwa  selama  berpisah  rumah,  mereka  tidak  pernah  berkomunikasi

layaknya suami istri;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  mereka  namun  tidak

berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  mengajukan  suatu

keterangan  apapun  lagi  dan  memohon  agar  pengadilan  menjatuhkan

putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan

harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  pada

pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan

dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa  sejak  bulan  November  2000  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Tergugat sering kali berkata

tidak  sopan  terhadap  Penggugat  dengan  nada  yang  tinggi,  Tergugat  malas

bekerja dan mencari pekerjaan yang layak, sehingga untuk kebutuhan sehari-

hari saja hanya mengandalkan hasil usaha Penggugat, Tergugat sudah tidak

perhatian lagi terhadap keluarga, Tergugat sering kali melempar barang-barang
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rumah tangga  ketika  terjadi  percekcokan,  akibatnya  sejak  bulan  Juni  2019,

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat

berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0130/026/II/2018 tertanggal  08

Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah diberi  meterai

cukup  dan  telah  dicocokan  dengan  aslinya,  maka  harus  dinyatakan  telah

terbukti  bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam perkawinan

yang sah;

Menimbang,  bahwa  selain  bukti  P  tersebut,  Penggugat  juga  telah

mengajukan  bukti  dua  orang  saksi  yang  telah  di  sumpah  di  persidangan

masing-masing  bernama  SAKSI  I  dan  SAKSI  II  yang  pada  pokoknya

keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  mendukung  dalil-dalil  gugatan

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai

kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,

maka  majelis  berpendapat  bahwa  Tergugat  telah  mengakui  atau  setidak-

tidaknya  tidak  dapat  mengajukan  perlawanan  terhadap  dalil-dalil  gugatan

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

dihubungkan  dengan  bukti-bukti  Penggugat  serta  hal-hal  yang  terungkap  di

persidangan,  maka  majelis  menemukan  fakta-fakta  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi,  mereka

sering  berselisih  dan  bertengkar  disebabkan  Bahwa Tergugat  sering  kali

berkata tidak sopan terhadap Penggugat dengan nada yang tinggi, Tergugat

malas  bekerja  dan  mencari  pekerjaan  yang  layak,  sehingga  untuk

kebutuhan sehari-hari  saja  hanya mengandalkan hasil  usaha Penggugat,
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Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap keluarga, Tergugat sering kali

melempar barang-barang rumah tangga ketika terjadi percekcokan.

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun.

 Bahwa  selama  persidangan,  Penggugat  telah  menunjukkan  sikap  dan

tekadnya untuk bercerai.

Menimbang,  bahwa  karena  dalil-dalil  gugatan  yang  dikemukakan  oleh

Penggugat  tidak  dibantah  oleh  Tergugat  dan  dikuatkan  oleh  saksi-saksi

dibawah  sumpah di  persidangan,  maka  dalil-dalil  tersebut  harus  dinyatakan

telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

selama  satu  tahun  disebabkan  mereka  sering  bertengkar  dan  berselisih,

demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan

tekadnya untuk bercerai  dengan Tergugat,  maka majelis  hakim berpendapat

bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  dan  tidak  ada

harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia,  mawaddah dan

rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak

mengkin dapat tercapai;

Menimbang,  bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan

dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang

menghadap  dan  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  beralasan  dan  tidak

melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal

126  HIR,  telah  cukup  alasan  bagi  majelis  untuk  mengabulkan  gugatan

Penggugat dengan verstek;

Menimbang,  bahwa perkara  aquo termasuk  dalam bidang  perkawinan,

maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);  

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  13  Zulhijjah  1441 Hijriah  oleh  Ahyar  Siddiq,  S.E.I.,  M.H.I.

sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Sayuti dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Atun,  S.H.,  M.H. sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Drs. H. Sayuti Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hakim Anggota,
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Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

   Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 60.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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